
 

 

 

 
 

 
 

 
WALIKOTA DENPASAR 

 
PROVINSI BALI 

 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 
 

NOMOR 56 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR          

TAHUN 2021-2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA DENPASAR, 
 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan bahwa Rencana 

Strategis Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota 
Denpasar Tahun 2021-2026; 

 
Mengingat: 1. Pasal 18  ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3465); 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 
 

 
 

 
 



 

 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 10); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018           
Nomor 157); 

 
 



 

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019        
Nomor 1447); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020         
Nomor 1781); 

14. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011          

Nomor 27); 
15. Peraturan  Daerah  Nomor 8  Tahun 2016  tentang   

Pembentukan  dan  Susunan Perangkat  Daerah  Kota  
Denpasar (Lembaran Daerah  Kota  Denpasar  Tahun  
2016  Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3); 

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta 
Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5); 
  

 
 
 

 
 

 
 



 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA 

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR 
TAHUN 2021-2026. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :  
1. Daerah adalah Kota Denpasar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar. 
3. Walikota adalah Walikota Denpasar. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang 

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya 
yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka 

mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah. 
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana 

Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut RPJMD 
Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari 
visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, 
strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, 

serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang 
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan 
memperhatikan RPJM Nasional. 

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
Renstra PD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah. 

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD, 
adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun bagi Perangkat Daerah. 
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan pembangunan daerah. 
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. 



 

 

13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya 

tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang 
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. 

16. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan 
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan 

17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ 
program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya 

pembangunan. 
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 

pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan 

dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). 
19. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa 

dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil 
(outcome) dapat terwujud. 

20. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan 
pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang 

mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam 
satu program. 

21. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil 
pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) 

beberapa program. 
 
 

BAB II 
MATERI MUATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 
 

(1) Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun. 

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada 

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar. 
(3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 

bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD. 
 

Pasal 3 
 

(1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Renstra PD 

bersifat indikatif.  
(2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan Renstra PD 
dituangkan dalam Renja PD. 

 



 

 

 

BAB III 
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 4 
 

(1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN 
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII : PENUTUP 
(2) Renstra PD dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Walikota ini. 
 

BAB IV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 4 
 

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah. 
(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian 

dan evaluasi Renstra PD kepada Walikota melalui Kepala Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Kota Denpasar. 

(3) Tata  cara  penyusunan  pengendalian  dan  evaluasi  Renstra PD 
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 

BAB V   
PERUBAHAN RENSTRA 

  Pasal 5  
 

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:  
a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota 

Denpasar Tahun 2021-2026;  
b. terdapat perubahan atas Perangkat Daerah, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Pemerintah Kota Denpasar; dan 
c. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuain 

pada substansi yang dirumuskan. 
 
 

 
 

 
 



 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 6 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar. 
 
 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 24 September 2021 

 
WALIKOTA DENPASAR, 

 
    TTD 
 

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA 
 

 
Diundangkan di Denpasar 

pada tanggal 24 September 2021     
 
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR, 

 
   TTD 

 
 I MADE TOYA 

 
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 56       
 

 
 


